
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);. jt/~ OC_

3.Undang-Undang ./ j.f

Mengingat:

Menimbang:

~
PERUBAHANATASPERATURANWALIKOTAPALEMBANGNOMOR21
TAHUN2015 TENTANGRENCANAKERJA PEMERINTAHDAERAH

TAHUNANGGARAN2016

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
WALIKOTAPALEMBANG,

a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman
dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah berfungsi sebagai
instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur capaian
target standar pelayanan minimal dan mengukur kinerja
pelayanan satuan kerja perangkat daerah;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 33 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, sejalan dengan perkembangan yang
tidak sesuai dengan Asumsi Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Palembang Tahun 2015 maka perlu mengubah Peraturan
Walikota Palembang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Walikota Palembang tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Palembang Nomor 21 Tahun 2015 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Palembang Tahun
Anggaran 2016;

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURANWALIKOTAPALEMBANG

NOMOR l4 TAHUN2016

TENTANG

WALIKOTA PALEMBANG



Pasa12A
RKPDdisusun dengan sistematika sebagai berikut:

BABI PENDAHULUAN

BABII EVALUASIHASIL PELAKSANAANRKPD TAHUN 2016
DANCAPAIANKINERJAPEMBANGUNAN

BABIII RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN
KEBIJAKANKEUANGANDAERAH

BABIV PRIORITASDANSASARANPEMBANGUNANDAERAH

BABV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
DAERAH

BABVI PENUTUP

1. Di an tara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni
Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut:

PasalI

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor
21 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
Anggaran 2016 (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2015 Nomor
21), diubah sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG NOMOR 21 TAHUN 2015
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2016

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
(Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6);



~
RNIAWAN, AP,M.Si

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2016 NOMOR ~4

~------Diundangkan diPalembang _-
pada tanggal ~ mea· 2016

~~~~~DAERAH KOTA PALEMBANG,'

JIARNOJOYO

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal ~~ tMei" 016

WALlKOTt;,LEMBANG , /

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Palembang.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal II

lsi dan uraian Perubahan RKPD Kota Palembang Tahun 2016
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal4A

2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni
Pasal 4Ayang berbunyi sebagai berikut:




